
BUPATI BARITO UTARA 
PROVINSJ KALDIANTAII' TENG 

PERATURAII' BUPATI BARITO U,111-..,. 
lfOMOR 50 TAHUl'f 2 017 

TENTAll'G 

PERUllAHAII' TARJF RETRIBUSJ PEMAKAIAB ,V'ollA1" DAERAH 
PELAYAJIIAII 
BARJTO UTARA 
USARA 

DJ PELABUHAII', RETRIBUSJ TERMINAL DAIi' 
KEPELABUHAll'All PADA PERATURAII' DAERAH KAB AT 

JIIOMOR 9 TAHUJll 2011 TENTAll'G RETRIBU l J 

Menimbang 

DUGAN RAHMAT TUHAII YAll'G 

BUPATJ BARJTO UTARA, 

a. bahwa Tarif Retribusi Pemaka.i 
Pelabuhan, Retribusi Temtinal 
Kepelabul ,amu1 telah dlatur 
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retr 

b . bahwa untuk mcningkatkan 
Kabupaten Barito Utan1 dari sekt 
dengan memperhatikan indeks 
perekonomian di Kabupaten B 
Rel'ribusi Pemakaian Kekayaan 
Retribusi Terminal dan Retnbusi 
dimaksud perlu ditinjau kembali; 

yaan Daerah d i 
'busi Pelayanan 
raturan IJaerah 

Usaha; 

Asli Daerah 
usi Daerah, serta 

perkembangan 
a, maka Tarif 
di Pelabuhan, 
Kepelabuhanan 

imana dimaksud 
pkan Peraturan 
usi Pemakaian 

c. bahwa berdasarkan pertimbanga 
pada huruf a dan huruf b, perl 
Bupati tentang Perubaban T 
Kekayaan Daerab di Pelabuhan, 
Retribusi Pelayanan Kepelabu 
Daerah Kabupaten Barito Ulara 
tentang Retribusi Jasa Usaha; 

Re si Terminal dan 
an j ada Peraturan 

No p 9 Tabun 2011 

Mengingat 1. Undang-Uodang Nomor 27 Tahuo 
Undang-Undang Darurat Nomor 
Pembentukan Daerah Tingkat 1l 
Negara Republik Indonesia Tahu 
Undang-Undang (Lembaran Neg 
Tabun 1959 Nomor 72, Tamb han 
Republik Indonesia Nomor 18 0) 
beberapa kali diubah terakhir 
Nomor 8 Tahu.n 1.965 tentang Pem 
II Tanab Laut, Daerab 'Nngkat II 
11 Tabalong dengan Mengubab U 
Tahun 1959 tentang Penelapan 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pem 
ll di Kalimantan (Lembaran Ne 
Tabun 1965 Nomor 51, Tam 

ntang Penetapan 
1953 tentang 

tan (Lembaran 
omor 9) sebagal 
ublik Indonesia 
mbaran Negara 
gaimana telab 

Undang-Undang 
Daerah Tingkat 
Daerah 'Nngkat 

dang Nomor 27 
Undang Darurat 

Daerab 'Nngkat 
ublik Indonesia 

baran Negara 



Rcpublik lndonesiaNomor 2756); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahu 200 entang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republ o esi.a Tahun 2003 
Nomor 47, Tambaban Lembaran publik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 
Perbcndaharaan Negara (Lem 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 
Negara Republik Indonesia Nomor 

2004 tentang 
egara Republik 
bahan Lembaran 

4 . Undang•Undang Nomor l 5 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Ta 
Negara (Lembaran Negara Republ 
Nomor 66, Tambahan Lembaran 

2004 tentang 
g Jawab Keuangan 
o esia Tahun 2004 

pu blik Indonesia 
Nomor 4400); 

5 . Undang-Undang Nomor 33 
Perimbangan Keuangan Antara 
Pem.erintahan Daerah (Lemb 
Indonesia Tahun 2004 Nomor I 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahu 200 
(Lembaran Negara Republik lndo esia 
64, Tambahan Lembaran Negara pu 
4849); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
dan Angkutan Jalan (Lembaran gara . 
Tahun 2009 Nomor 96, Tamb 
Republik Indonesia Nomor 5025); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tah 
Daerab dan Retribusi Daerah (Le 
Jndonesia Tahun 2009 Nomor 1 
Negara Republik Indonesia Nomor 

9. Undang-Undang Nomor 23 
Pemerintahan Daerah (Lemb 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 
Negara Republik Indonesia Nomor 
beberapa kali diu bah terakhir 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Undang-Undang Nomor 23 
Pemerint:ahan Daerah [Lemb 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 
Negara Republik Indonesia Nomor 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 
Kewenangan Penyidikan terh.ada Pela 
dan Angkutan Jalan Raya (Le bara 
Indonesia Tahun 1985 Nomor , T 
Negara Republik Indonesia Nomor 304 ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Ta 
Pembinaan dan Pengawasan A 
Pemerintah Daerah (Lembaran N 
Tahun 2001 Nomor 41 , Tam 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 T 
Sistem lnformasi Keuangan D rah 
Republik Indonesia Tahun 2005 No 
Lembaran Negara Republik I 
sebagaimana telab diubah deng Pe 
Nomor 56 Tahun 2010 tentang P ru 

2004 lentang 
tah Pusat dan 

egara Republik 
bahan Lembaran 

entang Pelayaran 
un 2008 Nomor 

Indonesia Nomor 

tang Lalu Lintas 
publik Indonesia 
mbaran Negara 

tentang Pajak 
Negara Republik 

bahan Lembaran 

2014 tentang 
egara Republik 

han Lembaran 
bagaimana telah 
Undang-Undang 
an kedua alas 
20 14 tentang 

egara Republik 
ahan Lembaran 

n 1985 tentang 
aran Lalu lintas 

Negara Republik 
ahan Lembaran 

n 2001 ten tang 
Penyelengaraan 

publik Indonesia 
mbaran Negara 

a 2005 tentang 
mbaran Negara 
138, Tambahan 
Nomor 4576), 

uran Pemerintah 
atas Peraturan 

2 



Pemerintah Nomor 56 Tahun 
lnformasi Keuangan Daerah, ( 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 
Negara Republik Indonesia Nomor 

tentang Sistem 
Negara Republik 
ahan Lembaran 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerab ( Negara Republik 
lnqonesia Tahun 2005 Nomor l , Tariil:>ahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 576) 

14. Peraturan Pemeri.ntah Nomor 69 ah~ 010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaa n I , tif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retnousi D rah \ mbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 No o 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndon ia N .r 5161 ); 

15. Keputusan Menteri Perhubungan Norn 73 Tahun 2004 
tentang Penyelenggaraan A ku Sungai dan 

Menetapkan 

Penyeberangan; 
16. Peraturan Menteri Perbubungan 

tentang Terminal Khusus dan Te 
Sendiri; 

17. Peraturan Daerab ~b.l,lpaten-B 
20 ll ten tang Retribusi Jasa U 
Kabupaten Barito Utara Tahun 11 
Lembaran Daerah Kabupaten Bari o Ut 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ba o U 
2016 tentang Pembentukan d 
Oaerah Kabupaten Barito U 
Kabupaten Bari.to Utara Tahun 16 
Lembaran Daerah Kabupaten B · o U 

MEMUTUSKAII' : 

PERATURAl'I BUPATI TENTAJII 
RETRIBUSI PEMAKAIAl'I 
PELABUHAl'I, RETRIBUSI T'Ell~ 
PELAYAJIIAJI KEPBLABUHAll'AH 
DAERAH KABUPATBlf BARITO ur-r.o.va, 
2011 TENTAJIG RETRIBUSI JASA 

Pasall 

Beberapa ketentuan besaran taro sebagaimana diatur 
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 20 
Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bari.to Utara 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bari.to Utara 
berikut : 

20 Tahun 2017 
tuk Kepentingan 

Nomor 9 Tahun 
mbaran Daerab 
or 9 Tarnbahan 

Nomor 5); 
Nomor 2 Tahun 

unan Perangkat 
mbaran uaerah 
or 7, Tambahan 
Nomor 6 ); 

TARIF 
DABRAH DI 

AH RETRIBUSI 
PERATURAN 

OMOR 9 TAHUN 

piran Peraturan 
g Retribusi Jasa 
201 l Nomor 9, 

5) diu bah sebagai 

I. Ketentuan besaran tarif retribusi Pemakaian Keka 
dalam Lampiran I angka 5 diubah, sehingga menja 
dalam Lampiran I angka 5 yang merupakan bagi 

OJlllfil·mana tercantum 
tefPisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
2. Ketentuan besaran tarif retribusi Terminal d 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan besaran tarif retribusi Pelayanan Kepe 
IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantu 
merupakan bagian tidak terpisah.kan dari Peraturan 

piran n diubab, 
I yang merup3$8D 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diund1~1=.fl 

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan eng n angan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah ten Barito Utara. 

Diundangkan di Muara Teweh 
pada tanggal 10 ~useuS 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO UTARA, 

fa--
JAINAL ABWIN 

Ditetapkan M . 
pac!a tanggal 9 A 

Teweh 
l::us 2017 

TARA, 

SERITA DAERAH KABUPATEN BARJTO UTARA TAHUN 01.7 MOR 50 

Salinan Sesuai de.ngan aslinya 
KEPALA BIIAN HUKUM, 

< 

FAKHR AUZI 
NIJ'. 197109 I 199803 1 004 

SAGIAN HUKUM 
SEKDA l l, 

t.S!ST~ PEMERIHTAHAN 
OAN KfSRA kl 
KABA~ HUKUII ~ 
KASUBBAq u~ 
KONSEPTOR 

( ............. ) 
0 HlANOiOUNCJAWA8 
8ERKAS 

I ?E~A·K~N~PE~GETIK 
_( .. ........... ) 

SEKOA 

ASISl l:N 

KADIS 

SEKffETARIS 

K Ab,6 

~~SUC8AGJKASf 

; ~,, .-1,!'~• •'P(NGETill 

~ .. m,3t.• OA 
. .,_, __ · · •---.L-",.._ 
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l,AMPIRAN I : 
PERATVRAN B PAT! BARITO VTARA 
NOMOR l:>O 1 I\HUJ '01.7 
TENTANG PER- " TARIF RETRLBUSI 
PEMAKAIAN Kl <AY1IA k DAERAH DI 
PEl,ABUHAN, RE RIBlJI TERMINAL DAN 
RETRIBUSI PEl,A ANJI N KEPELABUHANAN 
PADA PERATURJ ~ Di\ RAH KABUPATEN 
BARITO UTARA OM J 9 TAHUN 2011 
TENTANG RETRIB SI Ji\ A USAHA 

5. TARJF RETRIBUSI PBMAKAIA!f KEKAYAAlf D•AB "R4H D I tLABUHAN. 

NO 
JENIS PEMAKAIAN SEMPADAN 

SUNGA! 

I. Tanah unluk bangunan di atas air, 
bangunan lndustri , tambat labub 
Kapa!, terminal khusus, stock file dan 
logpond: 

a . tepi air dalam - dangkal sungai 
dihitung s/d jarak 35 meter kedalam 
{temrinal khusus) 

b. tepi air dalam - dangkal sungai 
dihitung s/d 35 meter kedalam 
(tambat labuh ka.pal dan Jogpong) 

2. Tanah untuk bangunan-bangunan 
kepentingan lainnya, pada tepi air 
dalam dangkal sungai dibitung s/d 
jarak 35 m kedalam : 

a. ponton dan tongkang terapung 
(tetap) 

b. penginapan /warung/toko 

c. kantor/perumahan swasta/ 
perusahaan 

· BAGIAN HUKUrv1 
SEKDA l_r,, 

KAilAC, flUKIJM 

KASU£1!AG or~ j _ __ ..µ: __ 

~~,'.~~~-,:~~ •.. > I 
I 
0EHANCGUNG JAWAa 
8ERKl,S 

r( •••. . •• • • •••• 

l:~~K~~'.l~W~~~~~~ 

OINAS PERHUBUNGAN. l 
SEKDA y 

ASISTEN 

KADIS 

SEkAEIAAIS 

h,4810 ., - -
l(AS1J08ACifX.lSI 

I 

I. '"~ ~S•.U ,4'0GEm ./ 

1 •·~'!:·;:::~ ~ ---' A 

BESAR 
(R 

KETERANGAN 

Rp. 0,0 0 - Per m2/tahun 

Rp. 5.0 0 - Per m2/tahun 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

BUPATI 

I 

3 .0 !JC • Per m2/tahun 

LS :ic - Per m2/tahun 

3.0 ix - Per m2/tahun 

ARJ1 0 JTARA, 

I 

s 



1. RETRJBUSI TERMINAL 

LAMPIRAN U : 
PERATURAN B 
NOMOR i:;o T 
TENTANO PERU 
PEMAKAIAN 
PELABUHAN, 
RETRIBUSI PE 
PADA PERATU 
BARJTO UTARA 
TENTANG RETRJB 

Tarif Retribusi Angkutan Penumpang Umum unt 
ditetapkan sebagai berikut : 
a . mobil Bus Antar Kota 
b. mobil Bus Angkutan Pedesaan 
c. mobil Penumpang Antar Kota 
d. mobil Penumpang Angkutan Pedesaan 
e. mobil Bus Antar Kota An tar Provinsi 

2 Tarif Retribusi Angkutan Barang untuk sekali 
bongkar muat barang ditetapkan sebagai berikut : 
a. mobil Truk/mobil Box 
b. mobil Tangki/ (roda enam ke atas) 
c. mobil Trailer (roda enam ke atas) 
d. mobil Pickup/mobil Box (Roda empat) 

3 Tarif Retribusi Penggunaan Fasilitas Terminal 
dan jasa lainnya, ditetapkan sebagai berikut : 
a. Tempat Usaha : 

• Ukuran 3 x 3 meter 
• Ukuran 3 x 6 meter 
- Ukuran 3 x 9 meter 
- Gerobak dorong/tenda sebesar 

b. Tempat Parkir Pengantar/Penjemput untuk se 
· Kendaraan Roda 4 atau lebih 
• Kendaraan Roda 2 

c. Toilet/kamar mandi umum 
4 Tarif Retribusi Penumpang Pengguna .Fasilitas 

Terminal, setiap penumpang yang bepergian 
melalui terminal d itetapkan perorang 

BAGIAN HUKUM 
DINAS PERHU8UNGAH BUPATI B 

SEKDA n ' SEKDA -"~ 
Mil$:'~~ " f '.iF ~:~:IilriAN v OM} Ki"."""!.,-, : ----...... 
l{tt,~f"': ,;t•1 M I • I ,.•1.• N, 1,._ 

FA,.:1_::AG D 17 
KONS~?i OR i ( .. ... .... .... ) 

• t-FtM NCOUN'GJAWAa 
' l 6ERKAS 

i ( •• •• ••• • • •• • • ' 

ASISTEN 

KADIS 

SEKRETAR,1$ 

KAB ID , 
>--
IU.SU88AGl~ASI .v 
' f l .U$.(W,\:Pt f ljf lt~ / -- .... ··-.. . , . /'C 

j,ELAKSANAIPENGEnK 
~ ( .. .. .. ... .. . ' , 
\ 

Tl BARITO UTARA 

TARIF RETRIBUSI 
DAERAH DI 

TERMINAL DAN 
KEPELABUHANAN 

RAH KABUPATEN 
9 TAHON 2011 

USAHA 

· masuk terminal 

dan/atau 

usaha/kios 

0/bulan 
00/bulan 

. ' 00/bulan 
0 / sekali pakai 

0 
00/sekali pakai 
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LAMPrRAN m: 
PERATURAN 3lJP1 , BARITO UTARA 
NOMOR 90 TA N 2017 
TENTANO PEI 3AHAN TARIF 
RETRIBUSI i>EM, P.IAN KEKAYAAN 
DAERAH DI PELl HAN, RETRIBUSI 
TERMJNAL o; R IBUSI PELAYANAN 
KEPELABUHA AN . ~A PERATURAN 
DAERAfl KAI JPA BARITO UTARA 
NOMOR 9 :AH 2011 TENTANG 
RETRIBUSI JJ A U . ' . 

STRUKTUR BESARAJf TARIF RETRIBUSI PELAYAIIAN KEP UlUHANAN 

No Nama / Objek Retnbusi 

1. Retribusi Penumpang 
2. Bongkar Muat Barang 
3. Bongkar Muat Hewan 

- Sapi, Kerbau 
- Kambing, Babi 
- Ayam, ltik, Entok, dst 

4 . Penumpul,an Barang 
5. Retribusi Tambat, Labuh Standar 

Kapa! Sungai 
- Motor Getek / Taxi Motor 
- Kapal Barang <5 Ton 
- Kapa! Barang ~ 6-15 Too 
- Kapa! Barang ~ l6-30 Ton 
- Kapa! Barang ~ 3 I Ton 

6. Retribusi Tam bat l.abuh Kapa! Laut 
- Tongkang Kapasitas 1.000 s/d 

2.000Ton 
- Tongkang Kapasitas > 2.000 s/d 

3.000 Ton 
- Tongkang Kapasi tas > 3.000 s/d 

5.000Ton 
- Tongkang Kapasitas > 5.000 s/d 

7 .000 Ton 
7. Bongkar Muat KendaraanBermotor 

rdL-.1 

Rp. 2.000 Peoub 
Rp. 20.000 Ton 

Rp. 20.000 Eko 
Rp. 10.000 Eko 
Rp. 1.000 Eko, 
Rp. 20.000 Ton, . 

Rp. 2.500 Etm 
Rp. 5.000 Etm 
Rp. \0.000 Etmf. 
Rp. 15.000 Etm~ 
Rp. 20.000 Etm u 

Rp. 500.00 /Etr ~ 

Rp.1.500.00 / Etr ~I 
Rp.2.000.00 /Etf 

Rp.2.500.0C /Eb~ 

- Alat Berat, Excavator, Loader, Rp. 100.00 /Un t 
Bulldozer, Greader, Vibrator, dll 

- Tronton, 1'railler, Long Beach, Rp. 250.00 /Un t 
Fuso, dll 

- Dump Truck, Tang Truck, Truck, Rp. 20.00 /Un
1
~ 

dll 
- Alat Mekanis, Drilling/Boring, Rp. 75.00 liBui 

Generator / Genset, Water Pump, 
dB 

Keterangan 

bang 1 X Jalao 
I X Jalan 

warn 
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- Ban Excavator, Loader, Greader, Rp. 30.00 Bu, 
dll 

- Ban Logging, Ban Trailler, Ban 
Long Beach, dU 

Rp. 20.001 11Bu, 

- Ban Dump Truck, l"uso dan Rp. ts.oo, i,su,·~ 
sejenisnya 

8. Parkir kendaraan Bennotor 
- Alat Berat, Excavator, Loader, 

Bulldozer, Oreader, Vibrator, dU 
Rp. 50.000 Unit 

- Tronton, Trailler, Long Bea.ch (roda 
enam keata$) 

Rp. 20.001 . Uni 

- Dump Truck, Tank Truck, Truck Rp. 15.00( Unil 
(roda enam) 

- Mobil Ranger (Double Cabin) dan Rp, 10.000 Uni sejenisnya 
- Mobil L300, Star Wagon, Pick Up, 

Sedan dan Sejenisnya 
Rp. 5 .000 Uni 

- Sepeda Motor dan sejerusnya Rp. 2.000 Uni 

BAGIAN HUKUI'.:" 
BUPATI - •---~ rrARA, 

SEKDA DtNAS PERIIUBUNGJ 
1/ 

8EKDA 

ASISTEN 

KADIS 

SE~RETARIS a 

KA.BID ... 
- · K,_SUBBAG.IKASI rv 

PlU.KSAIU!"ltGEill~ 
..,x 

1(0MSEPTOlt 
,x 
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